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MORATORIUM IZIN PENDIRIAN MINIMARKET 
DI KABUPATEN SUMEDANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk mengatur pertumbuhan Minimarket di 

Kabupaten Sumedang, untuk melindungi pelaku usaha 

kecil sehubungan keberadaan Minimarket sudah 
menjamur, mengembangkan minimarket lokal yang 

dikelola oleh koperasi atau penduduk setempat serta 
mengatur rasio jumlah Minimarket yang ada dengan 

jumlah minimarket lokal perlu dilakukan pembatasan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Moratorium Izin Pendirian 
Minimarket di Kabupaten Sumedang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun  1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi  Djawa Barat  (Berita Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  1950)  sebagaimana telah  

diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 1968  
tentang  Pembentukan  Kabupaten Purwakarta  dan  
Kabupaten  Subang  dengan Mengubah  Undang-Undang  

Nomor  14 Tahun 1950  tentang  Pembentukan  Daerah-
daerah Kabupaten  dalam  Lingkungan Propinsi  Djawa 

Barat  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun  
1968  Nomor  31, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3817;  
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4721 );  

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4722);  

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5512);  

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3718); 

12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern; 

13. Peraturan Presiden Nomor 125  Tahun 2012 tentang 

Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 
Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 291); 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-
Dag/Per/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan 

Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 784); 

 



15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2); 

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan 
Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);  

   
  MEMUTUSKAN: 

   
Menetapkan  PERATURAN BUPATI TENTANG MORATORIUM IZIN 

PENDIRIAN MINIMARKET DI KABUPATEN SUMEDANG. 
   

   
  BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Bupati adalah Bupati Sumedang. 

4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Moratorium adalah penundaan atau penangguhan izin 
pendirian Minimarket. 

6. Minimarket adalah toko yang menjual segala macam 
barang dan makanan yang menerapkan sistem swalayan, 

dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia 
butuhkan dari rak-rak minimarket dan membayarnya di 
meja mesin kasir dengan menerapkan sistem mesin kasir 

point of sale untuk penjualannya. 

7. Minimarket Lokal adalah toko yang menjual segala macam 

barang dan makanan yang menerapkan sistem swalayan, 
dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia 

butuhkan dari rak-rak minimarket dan membayarnya di 
meja mesin kasir dengan menerapkan sistem mesin kasir 

point of sale untuk penjualannya, bukan franchise 
ataupun reguler, pemilik usahanya orang lokal, sistem 
pengelolaan pun lokal, tidak tersistem dan terintegrasi ke 

pusat seperti Alfamart dan Indomart dan lain-lain 
sejenisnya. 

   
   

   
   



  BAB II 
MORATORIUM IZIN PENDIRIAN MINIMARKET 

 
Pasal 2 

(1) Dalam rangka penataan pendirian Minimarket di 
Kabupaten Sumedang perlu dilakukan Moratorium Izin 

Pendirian Minimarket di Kabupaten Sumedang. 
(2) Moratorium izin pendirian Minimarket di Kabupaten 

Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru berdasarkan 
hasil kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

   

  Pasal 3 

Dengan adanya moratorium sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) maka penerbitan Izin Usaha Minimarket 
dihentikan. 

   

  Pasal 4 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak 
berlaku bagi Minimarket Lokal. 

   

  BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 

   
 

Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal  3  Agustus  2020 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

ttd 
 

DONY AHMAD MUNIR 

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal  3  Agustus  2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
ttd 

 
HERMAN SURYATMAN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN  2020  NOMOR  73 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  

KABUPATEN SUMEDANG, 

 
 

UJANG SUTISNA, SH 
NIP. 197309061993031001 


